
Hibah Daerah 

Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak 

lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, 

dan/atau jasa. 

Hibah Daerah meliputi:  

a) Hibah kepada Pemerintah Daerah : Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari 

Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok masyarakat 

atau perorangan dalam negeri. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari 

Pemerintah bersumber dari APBN meliputi: penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri 

dan Pinjaman Luar Negeri. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar 

negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah kepada Pemerintah Daerah ini merupakan 

salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah ini dapat diteruskan kepada badan usaha milik 

daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan 

Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan 

memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal sesuai dengan asas pengelolaan 

keuangan daerah. 

b) Hibah dari Pemerintah Daerah: Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada 

Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan ketentuan 

yaitu pertama Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan hanya untuk mendanai 

kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN. Hibah dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan 

usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 



Usulan Kegiatan Hibah yang Bersumber dari Luar Negeri 

Rencana kegiatan yang dibiayai dari pemberian/penerusan hibah yang bersumber dari Pinjaman 

Luar Negeri dan hibah luar negeri diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah non 

kementerian kepada menteri yang membidangi perencanaan. Menteri yang membidangi 

perencanaan melakukan penilaian kelayakan usulan kegiatan yang diajukan oleh 

menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Menteri yang membidangi perencanaan, berdasarkan penilaian menuangkan 

usulan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar 

Negeri Jangka Menengah.  

Menteri yang membidangi perencanaan, berdasarkan penilaian menuangkan usulan kegiatan yang 

dibiayai dari hibah luar negeri dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah. Menteri/pimpinan lembaga 

pemerintah non kementerian, berdasarkan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka 

Menengah dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah mengusulkan pembiayaan kegiatan kepada 

Menteri. Menteri, berdasarkan usulan menetapkan jumlah alokasi peruntukan Pinjaman Luar 

Negeri yang dihibahkan dan hibah luar negeri yang diterushibahkan sebelum pelaksanaan 

perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah Luar Negeri. 

Kriteria Kegiatan 

Usulan kegiatan hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk melaksanakan 

kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program 

dan prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Usulan kegiatan hibah yang didanai dari hibah luar negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah, kegiatan yang mendukung program 

pembangunan nasional; dan/atau, kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon 

Pemberi Hibah Luar Negeri. 

Usulan kegiatan hibah yang didanai dari penerimaan dalam negeri harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut: a. kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan 

peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah 



Daerah; b. kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan 

penambahan beban pada APBD; c. kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional;  d. kegiatan 

tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH DARI PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH 

DAERAH 

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan besaran hibah dan 

daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri 

berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari 

penerimaan dalam negeri. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan 

besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada 

Menteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan pinjaman luar negeri dan hibah 

luar negeri. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah dengan mempertimbangkan: 

kapasitas fiskal daerah, Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri, Daerah yang 

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non 

kementerian terkait, Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.  

Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah 

setelah dasar pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ditetapkan oleh 

Pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan. Menteri menerbitkan surat 

penetapan pemberian hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian 

Pinjaman Luar Negeri ditandatangani dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan. 

Menteri menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-masing Pemerintah 

Daerah setelah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani berdasarkan usulan. Berdasarkan 

surat penetapan pemberian hibah dilakukan penandatanganan perjanjian Hibah Daerah. 

Berdasarkan surat penerusan hibah dilakukan penandatanganan perjanjian penerusan hibah. 

PERJANJIAN HIBAH 

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan 

Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian penerusan hibah 

ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota 



atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara kepala daerah atau 

pejabat yang diberi kuasa dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah 

ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah 

Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan 

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh 

kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan, lembaga, atau organisasi 

kemasyarakatan. 

Perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat: tujuan; jumlah; 

sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara pelaporan dan pemantauan; hak dan 

kewajiban pemberi dan penerima; dan sanksi. Salinan perjanjian Hibah Daerah wajib disampaikan 

oleh: Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah 

non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah. Kepala daerah kepada 

Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembaga pemerintah non 

kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi 

Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah Luar Negeri. Dalam hal Perjanjian Pinjaman Luar 

Negeri, atau Perjanjian Hibah Luar Negeri mengalami perubahan, maka perjanjian Hibah Daerah 

atau perjanjian penerusan hibah harus disesuaikan. Salinan perjanjian Hibah Daerah dan/atau 

perjanjian penerusan hibah diumumkan dalam Berita Daerah. 

Penyaluran Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Berupa Uang 

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah disalurkan berdasarkan permintaan penyaluran 

dana dari Pemerintah Daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap 

sesuai dengan capaian kinerja. Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang 

yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening 

Kas Umum Negara ke dalam Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran hibah kepada Pemerintah 

Daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan 

melalui: a. pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah; 



b. pembayaran langsung; c. rekening khusus; d. letter of credit (L/C); atau e. pembiayaan 

pendahuluan. 

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang 

dipersyaratkan, maka penyaluran dana hibah tidak dapat dilakukan. Dalam hal penyaluran hibah 

melibatkan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian, penyaluran hibah 

dilakukan setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari kementerian negara/lembaga 

pemerintah non kementerian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran hibah dari 

Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang diatur dengan Peraturan Menteri. 

Dana hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang belum selesai 

dilaksanakan, ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran Daerah tahun berikutnya. 

Penyaluran Hibah Berupa Barang dan Jasa 

Penyaluran hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan 

kelayakan barang dan/atau jasa dan dapat dilaksanakan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri setelah 

penandatanganan perjanjian penerusan hibah. Penyaluran barang dan/atau jasa yang bersumber 

dari hibah luar negeri kepada badan usaha milik daerah dapat dilaksanakan oleh Pemberi Hibah 

Luar Negeri melalui Pemerintah Daerah setelah penandatanganan perjanjian penerusan hibah. 

Penyaluran barang dan/atau jasa dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani 

oleh Pemberi Hibah Luar Negeri atau pihak yang dikuasakan dan Pemerintah Daerah. Berita acara 

serah terima dibuat setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari kementerian 

negara/lembaga pemerintah non kementerian. Berita acara serah terima dilaporkan oleh 

Pemerintah Daerah kepada Menteri.  Salinan berita acara serah terima digunakan sebagai dasar 

pencatatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara penyaluran hibah barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

Penyaluran Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berupa uang disalurkan melalui Menteri atau 

kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dari Pemerintah Daerah 



kepada Pemerintah berupa barang atau jasa diterima oleh Menteri atau kuasanya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 


